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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan
di BRI Cabang Praya dan kendala pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di BRI
Cabang Praya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Penjualan
obyek Hak tanggungan tersebut disebut dengan eksekusi Hak Tanggungan.
Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah dapat dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan, melalui
pelelangan umum atau dapat juga dengan title eksekutorial melalui Pengadilan.
Kendala dalam eksekusi pengosongan adalah apabila Debitor/Pemberi Hak
Tanggungan tidak mau meninggalkan obyek Hak Tanggungan yang telah dilelang
tersebut padahal telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi Pengosongandan Surat
Perintah Pengosongan dari Ketua Pengadilan Negeri. Negosiasi secara
kekeluargaan adalah cara yang selalu ditempuh terlebih dahulu agar yang
bersangkutan mau meninggalkan obyek pengosongan.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Eksekusi pengosongan

IMPLEMENTATION OF PARATE EXECUTION ON MORTGAGE RIGHTS
BASED ON LAW NUMBER 4 YEAR 1996 (Study in PT. Bank BRI Praya
Branch)

Abstract

This research aims are to know the execution implementation of mortgage rights
at BRI Praya Branch and the barrier of its implementation. This research is
normative-empiric. Mortgage rights object purchasing can be said as mortgage
rights execution. Execution of mortgage rights based on Law Number 4 Year 1996
on Land Mortgage along with the objects that related to the land can be done by
uncertify purchasing, through public auction or by executorial title in District
Court. The execution obstacles ifdebitor is not willing to leave the mortgage
objects which has been auctioned off since the execution determination and the
letter of evacuation order has been issued by the Head of District Court. Friendly
negotiation is an primary way that choose by the parties so as the debitor will to
leave the mortgage objects.

Keywords : Mortgage, Execution, Evacuation



I. PENDAHULUAN

Memasuki era pembangunan pasca orde baru atau era reformasi yang
tengah berlangsung saat ini, arah pembangunan nasional semakin ditekankan pada
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan
menengah kebawah, yang secara statistik menempati urutan terbanyak dalam
masyarakat.! Persoalan eksekusi jaminan hak tanggungan, bila digolongkan dalam
ke tiga jenis eksekusi di atas, menurut hemat penulis eksekusi Hak Tanggugan
(HT) ini dapat digolongkan pada eksekusi pembayaran sejumlah uang, hal ini
dapat dilihat bahwa bentuk eksekusi jaminan terhadap hak tanggungan, pada
umumnya merupakan eksekusi yang di akhiri dengan pembayaran sejumlah uang,
dan hal ini biasanya bersumber dari suatu perjanjian bisnis atau penghukuman
membayar ganti kerugian yang timbul dari wanprestasi berdasarkan pasal 1243 jo
Pasal 1246 KUH Perdata atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum
berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun secara kuantitatif, eksekusi
pembayaran sejumlah uang secara keseluruhan bersumber dari penghukuman

pembayaran utang.

Apabila tergugat sebagai debitor enggan melunasi pembayaran sejumlah
uang yang dihukumkan secara sukarela, terbuka kewenangan pengadilan

menjalankan putusan secara paksa melalui eksekusi, dengan jalan penjualan

! Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor
Indonesia, 2003), him 1-2

Sumarto Hetifa, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia,
Bandung, 2003, him 1-2



lelang harta kekayaan tergugat di depan umum. Dari hasil penjualan lelang,
dibayarkanlah kepada pihak penggugat (kreditor) sesuai dengan jumlah yang
disebutkan dalam amar putusan. Akan tetapi, untuk sama adanya pada realisasi
penjualan secara nyata, diperlukan berbagai tata cara dan penahapan yang disertai
dengan berbagai persyaratan. Boleh dikatakan, penjualan lelang dan penyerahan
uang penjualan lelang benda yang dijaminkan kepada pihak penggugat (pihak
yang menang) merupakan tahapan akhir proses eksekusi pembayaran sejumlah
uang. Oleh karena itu, pembahasan eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak
terlepas dari masalah proses penahapannya, dengan segala macam tata cara dan

Syarat-syarat yang terkait pada setiap tahap proses yang bersangkutan.

Terhadap Ketentuan Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Melalui Aparatur
Negara (Pengadilan) ini, merupakan prinsip pokok yang diatur dalam Pasal 20 jo
Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996. Dengan demikian, apabila debitur melakukan
wanprestasi/cidera janji, maka pemenuhan eksekusi pembayaran hutang dapat
dilakukan melalui parate eksekusi biasa berdasarkan Pasal 224 HIR dan Pasal 6
UU Nomor 4 Tahun 1996 dengan Meminta flat eksekusi kepada Ketua
Pengadilan, yang kemudian berdasarkan permintaan tersebut, Ketua Pengadilan
melaksanakan penjualan atas Obyek Hak Tanggungan melalui penjualan lelang.
Sedangkan terhadap Ketentuan penjualan dibawah tangan ini diatur dalam
penjelsan Pasal 6 UU hak Tanggungan jo. Pasal 20 ayat (2) dan (3), dengan
ketentuan adanya kesepakatan yang dibuktikan dalam APHT, bahwa pemberi Hak
Tanggungan (HT) berjanji bahwa pemegang Hak Tanggungan berhak menjual
objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri, penjualan lelang dapat dilakukan

tanpa campur tangan pengadilan. Yang kemudian berdasarkan kesepakatan



tersebut pemegang Hak Tanggungan dapat langsung meminta pelaksanaan

penjualan kepada kantor lelang/ pejabat lelang.?

Kehadiran Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
secara filosofis memberi kemudahan kepada Kreditor atau biasanya pihak Bank
dalam mengatasi kredit macet. Undang-Undang tersebut telah mengatur apabila
Debitor wanprestasi, Kreditor dapat langsung mengeksekusi atau menjual objek
benda yang dijaminkan tanpa melalui Pengadilan. Eksekusi Jaminan atas Hak
Tanggungan (HT), bila digolongkan pada bentuk eksekusi riil dan atau eksekusi
pembayaran uang, maka eksekusi pada jaminan Hak Tanggungan (HT) ini
termasuk pada katagori eksekusi pembayaran uang, di mana untuk mewujudkan
eksekusi ini diperlukan syarat dan tata cara yang tertib dann terperinci, agar
jangan samapai terjadi penyalahgunaan yang merugikan pihak tergugat pada satu
pihak, maupun merugikan kepentinga penggugat pada pihak lain. Apalagi ditinjau
dari segi praktik, eksekusi yang tergolong pembayaran uang ini pada umumnya
tetap melalui proses “penjualan lelang™ terhadap harta benda kekayaan tergugat,

sehingga diperlukan tata cara yang cemat dalam pelaksanaan eksekusinya

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. pelaksanaan
eksekusi Hak Tanggungan di BRI Cabang Praya. 2. kendala pelaksanaan eksekusi

Hak Tanggungan di BRI Cabang Praya..

2 Habib Adjie, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah, Cet I, CV.
Mandar Maju, Bandung, 2000, him. 8



penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi Hak
Tanggungan di BRI Cabang Praya dan kendala pelaksanaan eksekusi Hak
Tanggungan di BRI Cabang Praya. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 1.
Manfaat teoritis yaitu Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi pengembangan IImu Hukum pada umumnya dan Hukum Perbankan
terkait pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di BRI Cabang Praya. 2. Manfaat
Praktis yaitu Hasil penulisan diharapkan Bagi mahasiswa yang berminat
melakukan penelitian lebih lanjut di jadikan pedoman atau acuan untuk lebih
menegaskan bagi para pihak dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di BRI

Cabang Praya.

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis
normatif empiris yang mengkaji hukum sebagai norma dalam perundang-
undangan dan ketentuan lainnya, serta mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi di
lapangan.® Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 1.
Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). 2. Pendekatan Konsepetual
(Conceptual Approach). 3. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach).
Sumber dan jenis data/bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari 1. Data
kepustakaan. 2. Bahan hukum primer. 2. Bahan hukum sekunder. 3. Bahan hukum

tersier. 4. Data lapangan.

Tehnik pengumpulan data / bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Data
kepustakaan di kumpulkan dengan tehnik studi dokumen, yaitu meng himpun dan
mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari

peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para sarjana dan karya tulis

3 peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum., Kencana, Jakarta, 2006, him. 93



lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, setelah terkumpul, lalu
kemudian di catat dan di susun secara sistematis dan studi lapangan di kumpulkan

dengan tehnik wawancara secara langsung dengan responden dan informan.
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Il. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di PT. Bank BRI. Thk Cabang
Praya.

Terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan merupakan bukti lahirnya Hak
Tanggungan. Dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan tersebut maka Bank
dapat sewaktu-waktu menjual obyek hak tanggungan tersebut jika Debitor
wanprestasi. Dikatakan Debitor wanprestasi apabila tidak mampu membayar
hutang pada Bank. Tidak dapat membayarnya Penggolongan Nasabah/debitor

berdasarkan kolektabilitas. Penggolongan tersebut adalah:

a. Lancar
Dikatakan lancar apabila Debitur melakukan pembayaran secara teratur,

sesuai dengan ketentuan dari pihak perbankan;

b. Dalam Perhatian Khusus
Debitur dikategorikan Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila debitur
tersebut melakukan tunggakan pembayaran pinjaman sampai dengan

kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut;

c. Kurang Lancar
Dibitur masuk kedalam kategori Kurang Lancar apabila, debitur tersebut
menunggak pembayaran kredit dari masa tunggakan 90 (sembilan puluh)
hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender

berturut-turut;

d. Diragukan
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Debitur dikategorikan kedalam kelompok diragukan apabila, debitur yang
bersangkutan menunggak pembayaran kredit pinjaman dari kurun waktu
120 (seratus duapuluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan

puluh) hari kalender berturut-turut;

e. Macet
Debitur dikategorikan kedalam kelompok Macet, apabila, debitur yang
bersangkutan mengalami masa tunggakan pembayaran kredit pinjaman

selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender berturut-turut.

Apabila terjadi Debitor masuk pada golongan pada poin 2 hingga poin 5
tersebut diatas maka Pihak Bank akan melakukan penagihan terus menerus
pada Debitor hingga mau membayar tunggakan hutangnya hingga lunas.
Apabila Debitor telah masuk pada golongan Kurang Lancar maka oleh Bank
akan dilakukan Peringatan (Somasi) dalam jangka waktu satu minggu.
Kemudian dilakukan negosiasi antara Debitor dan/atau Pemberi Hak
Tanggungan dengan Pihak Bank guna penyelesaian Pelunasan Kredit tersebut.
Namun apabila Debitor masih juga belum bisa membayar angsuran hingga
memasuki golongan Diragukan hingga Macet maka Bank akan menyarankan

untuk menjual jaminan.*

Penjualan Jaminan inilah yang disebut dengan Eksekusi Hak
Tanggungan. Eksekusi Hak Tanggungan menurut UUHT dapat dilakukan

dengan tiga cara yaitu:

* Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Leo Adi Candra selaku Analis Kredit PT. Bank
BRI Thbk. Cabang Praya Lombok Tengah, Pada Tanggal 15 November 2018, Pukul. 11.00 Wita.
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1. Sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 UUHT vyaitu dengan penjualan
dibawah tangan. Hal ini dilakukan jika dengan demikian itu akan dapat
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Cara ini
dirasa Bank adalah cara yang mudah dan cepat serta tidak memakan biaya
yang besar.

2. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 20 ayat 1 juncto Pasal 6 UUHT vyaitu
dilakukan melalui pelelangan umum. Penjualan lelang ini dilakukan
melalui lembaga KPKNL.

3. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 20 ayat 2 UUHT yaitu dengan title
eksekutorial dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Cara ini
memakan waktu yang panjang dan biaya yang besar.

Ketiga cara tersebut mempunyai ciri dan prosedur yang berbeda- beda.
Eksekusi Hak Tanggungan pada PT. BRI Cabang Praya dilakukan dengan cara

yaitu:

1. Penjualan Obyek Hak Tanggungan dibawah tangan
Cara ini adalah cara pertama yang akan ditempuh oleh Bank yaitu dengan
berunding/bernegosiasi dengan Debitor terlebih dahulu. Pada penjualan ini
Debitor dapat mencari/memilih sendiri Pembelinya, atau dapat pula
bersama-sama dengan Bank mencari pembeli. Pada proses seperti ini tidak
banyak timbul masalah. Begitu adanya kesepakatan maka semua akan
berjalan dengan lancar. Biasanya dengan penjualan seperti ini didapat harga

yang lebih tinggi.

2. Penjualan Melalui Pelelangan Umum
Penjualan Melalui Pelelangan umum ini berdasarkan pada pasal 6

Undang-Undang Hak Tanggungan. Pihak Bank terlebih dahulu mengajukan



Permohonan Lelang kepada Kantor Kekayaan Pelayanan Negara dan Lelang

(KPKNL) dengan melampirkan :°

a. Syarat Umum:

1. Surat Permohonan Lelang.

2. Surat penunjukan Pejabat Penjual/Keputusan Penunjukan penjual

3. Jika dari Pihak Bank misalnya Direksinya tidak dapat hadir maka
harus ada kuasa.

4. Daftar Barang Jaminan yang akan di lelang

5. Syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik
Barang yang tidak bertentangan dengan peraturan lelang, misalnya
jadwal penjelasan lelang sebelum lelang dilaksanakan (aanwijzing),
jangka wakktu bagi calon pembeli untuk melihat/meneliti barang yang
akan dilelang, jangka waktu pembayaran, jangka waktu pengambilan
barang dan sebagainya (sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006.

b. Syarat Khusus:

1. Salinan/Photo copy Surat Perjanjian Kredit;

2. Salinan/Photo copy bukti-bukti bahwa Debitor wanprestasi. Bisa
berupa peringatan-peringatan atau pernyataan Kreditor.

3. Salinan/Photo copy Sertipikat Hak Tanggungan.

4. Photo copy Sertipikat Obyek Lelang/Bukti Kepemilikan.

®> Hasil Wawancara dengan lbu Sri Suhartini, Kasubag Umum KPKNL Kota Mataram, Pada
Tamggal 17 November 2018, Pukul. 09.30 Wita.



5. Salinan/photo copy perincian sisa hutang/kewajiban yang harus
dipenuhi Debitor.

6. Surat penetapan harga limit barang yang akan dilelang.

7. Surat Pernyataan diatas meterai dari Kreditor yang akan bertanggung
jawab apabila terjadi gugatan.

8. Photo copy tagihan PBB (NOP)

9. Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang;

10. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor
Pertanahan.

11. Pengumuman Lelang Pertama dan Kedua
(Untuk SKPT dan Pengumuman dilakukan setelah dijadwalkan

waktu dan tempat lelangnya oleh KPKNL) Setelah permohonan
diajukan kemudian oleh KPKNL akan diproses. Selanjutnya oleh
KPKNL dilakukan somasi terhadap Debitor dan/atau Pemberi Hak
Tanggungan. Untuk selanjutnya dilakukan penjadwalan lelang.
Setelah  diadakan penjadwalan lelang kemudian dilakukan
pengumuman. Pengumuman | (Pertama) dilakukan, kemudian setelah
berselang 15 hari kemudian dilakukan Pengumuman Il (Kedua).
Setelah dilakukan pengumuman-pengumuman dilakukan pada media
kemudian dilakukan lelang. Menurut Agung Wibawan selaku

Manager Operasional PT. BRI Cabang Praya Kabupaten Lombok
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Tengah, masuknya berkas ke KPKNL biasanya sudah ada pembeli
yang berencana untuk membeli.®

Apabila belum ada pembeli obyek lelang pada saat diadakan
lelang maka Bank akan mengalami kerugian dalam hal biaya
pelaksanaan pelelangan dikarenakan jika tidak ada pembeli lelang
maka tidak ada hasil penjualan obyek lelang untuk melunasi hutang
Debitor. Sehingga dalam hal penjualan lelang melalui KPKNL
biasanya dilakukan setelah menemukan pembeli yang pasti.

Setelah didapat Pemenang lelang selanjutnya dilakukan
pembayaran-pembayaran yaitu :’

a. Membayar Harga Pokok Lelang dan Biaya Pokok.
Biaya Pokok adalah harga pokok lelang X 1%,

b. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTP)
c. membayar Surat Setoran Pajak (SSP)

Selanjutnya setelah pembayaran-pembayaran tersebut diatas
telah dilakukan maka oleh KPKNL akan mengeluarkan Salinan
Risalah Lelang. Apabila proses pada KPKNL telah selesai maka
Pemenang Lelang dapat melakukan Balik Nama Sertipikat ke Kantor
Pertanahan dengan syarat-syarat sebagai berikut::®

a. Sertipikat Hak Atas Tanah
b. Sertipikat Hak Tanggungan

® Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Wibawan, Selaku Manager Operasional Pada
PT. Bank BRI Cabang Praya Kabupaten Lombok Tengah, Pada Tanggal 17 November 2018,
Pukul 13.00 Wita.

’ Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Wibawan, Selaku Manager Operasional Pada
PT. Bank BRI Cabang Praya Kabupaten Lombok Tengah, Pada Tanggal 17 November 2018,
Pukul 13.00 Wita.

® Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Wibawan, Selaku Manager Operasional Pada
PT. Bank BRI Cabang Praya Kabupaten Lombok Tengah, Pada Tanggal 17 November 2018,
Pukul 13.00 Wita.
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Surat Roya dari Bank

Salinan Risalah Lelang

Bukti penyetoran BPHTB

Bukti Penyetoran SSP

Kwitansi Lelang

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan
Kantor Pertanahan untuk proses Lelang.

SQ Mo o0

3. Penjualan Melalui Titel Eksekutorial

Penjualan dengan titel Eksekutorial juga pernah dilakukan oleh PT.
Bank BRI Tbk Cabang Praya. Menurut Agung Wibawan Manager
Operasional PT. Bank BRI Cabang Praya, cara ini memakan banyak biaya
dan memakan waktu yang lama dibanding melalui pengajuan langsung
lelang ke KPKNL. Proses eksekusi Hak tanggungan melalui Pengadilan

Negeri ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :°

a. Dilakukan Permohonan Lelang Eksekusi kepada Ketua Pengadilan
Negeri.

b. Kemudian dilakukan pendaftaran Lelang Eksekusi.

c. Setelah proses pendafaran berjalan kemudian oleh Pengadilan Negeri
dilakukan anmaning kepada Debitor dalam waktu delapan hari kemudian
jika tidak adajawaban dilakukan lagi peringatan delapan hari lagi.

d. Selanjutnya dilakukan pengajuan Sita hingga dikeluarkannya Penetapan
Sita oleh Ketua Pengadilan Negeri.

e. Setelah menimbang hal-hal yang ada Ketua Pengadilan Negeri kemudian
mengeluarkan Putusan Lelang.

Dengan keluarnya Putusan Lelang oleh Ketua Pengadilan negeri
maka Putusan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan
pelelangan ke KPKNL Proses lelang pada KPKNL sama dengan proses

pada poin 2 penjualan melalui pelelangan umum.

® Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Wibawan, Selaku Manager Operasional Pada
PT. Bank BRI Cabang Praya Kabupaten Lombok Tengah, Pada Tanggal 17 November 2018,
Pukul 13.00 Wita.
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B. Kendala Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di PT. BRI Cabang
Praya.

Setelah didapat pemenang lelang kemudian timbul adanya
permasalahan yaitu dalam hal pengosongan obyek Hak tanggungan. Hal ini
sangat merugikan pihak Pembeli. Pembeli setelah membayar sejumlah uang
untuk mendapatkan obyek lelang harus dihadapkan pada permasalahan dimana
Pihak Debitor dan/atau Pemberi Hak Tanggungan tidak mau meninggalkan
obyek Lelang. Dalam hal Pengosongan ini oleh para pihak dalam hal ini
Pemenang Lelang dengan dibantu oleh Kreditor dalam hal ini PT. BRI Cabang

Praya akan melakukan:

1. Pendekatan/Negosiasi
Pendekatan secara kekeluargaan merupakan langkah awal dalam

penyelesaian pengosongan ini. Biasanya dalam hal ini dengan bernegosiasi
dan memberikan sejumlah uang sebagai biaya untuk mencari tempat lain
bagi Debitor/Pemilik rumah. Cara seperti ini lebih efisien dan tidak
memakan banyak waktu dan biaya besar apabila negosiasi yang dilakukan
dapat berjalan dengan baik.

2. Meminta Penetapan Pengadilan Negeri
Apabila cara negosiasi dan pembicaraan secara kekeluargaan tidak dapat

diselesaikan maka pihak Pemenang Lelang dapat mengajukan Permohona
Eksekusi Pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Eksekusi pengosongan menurut pasal 200 ayat 11 HIR yang

didalamnya menyatakan bahwa:

“Jika terhukum enggan/menolak untuk mengosongkan benda tetap
itu, maka ketua pengadilan dalam surat penetapannya
memerintahkan kepada seorang yang berwenang untuk menjalankan
exploit, supaya ia dengan dengan bantuan panitera pengadilan negeri
atau seorang pegawai yang akan ditunjuk oleh ketua, jika perlu
dengan bantuan polisi, memaksa si terhukum untuk mengosongkan
dan membersihkan benda tetap itu, dengan segala keluarganya dan
miliknya”
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Ketentuan ini mengatur tentang eksekusi riil terhadap obyek lelang
eksekusi. Ada kemungkinan orang yang kalah itu tidak mau meninggalkan
benda miliknya, meskipun sudah dijual lelang dan dibeli oleh orang lain secara
sah. Dalam hal ini, maka ketua pengadilan negeri dapat membuat perintah
tertulis supaya orang itu dikeluarkan dengan paksa oleh juru sita dibantu oleh
panitera pengadilan negeri, jika perlu dibantu orang lain, dan jika yang
bersangkutan masih membandel dengan bantuan polisi. Pengosongan demikian
ini sering terjadi. Jika dikhawatirkan akan terjadi sesuatu, maka diminta
bantuan polisi oleh pegawai yang ditugaskan itu. Pengosongan ini ialah
terhadap yang besangkutan dan sanak keluarganya(de zyne) dan benda-benda
miliknya het zyne). Benda-benda ini jika perlu dikeluarkan begitu saja dari

rumah, ruangan dan sebagainya.

Kekuatan eksekusi riil berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi
eksekusi yang dilakukan pengadilan, baik eksekusi putusan hakim maupun
eksekusi dengan pertolongan hakim atas obyek hak tanggungan (Pasal 20ayat 1
UUHT), obyek fidusia (Pasal 29 ayat 1 a UUJF) maupun eksekusi grosse surat
utang notariil berdasarkan pasal 224 HIR/258 Rbg. Dengan kata lain eksekusi
riil ini tidak berlaku terhadap eksekusi penjualan dibawah tangan atas obyek
hak tanggungan (Pasal 20 ayat 2 UUHT)atau obyek fidusia (Pasal 29 ayat C

UUJF)Y

19 Koosmargono RMJ dan Mochammad Jais, Membaca dan Memahami HIR, (Semarang:
FakultasHukum Universitas Diponegoro, 2004) , him. 163
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Dalam proses pengosongan yang menjadi kendala adalah bertahannya
Pihak yang tidak mau melakukan pengosongan. Bahkan apabila dalam obyek
pengosongan tersebut terdapat banyak orang (atau dihuni oleh banyak masa)
dan mereka melakukan perlawanan. Penyelesaian yang ditempuh dalam hal
ini menurut Pengadilan Negeri Mataram adalah :

a. Terus dilakukan pendekatan dan Negosiasi kepada pihak yang tidak mau
melakukan pengosongan secara terus menerus sehingga mereka mau
meninggalkan obyek pengosongan. Menurut Sri Suhartini (Kasubag
KPKNL Kota Mataram) mengatakan bahwa dalam proses pendekatan ini
biasanya dilakukan negosisasi dan biasanya dari Pihak Pemohon
memberikan sejumlah uang yang dirasa cukup untuk membantu untuk
mencari tempat yang baru bagi Pihak yang tidak mau mengosongkan.
Dalam proses negosiasi ini olen Pemohon diharapkan dapat memberikan
pengertian kepada mereka yang tidak mau mengosongkan untuk
meninggakan obyek pengosongan dengan apa yang ditawarkan pemohon
dari pada harus diusir dengan menggunkan aparat dan tidak mendapatkan
apa-apa.™

b. Jika Pendekatan dan Negosiasi tetap juga tidak dapat dilakukan maka
dengan terpaksa dilakukan eksekusi dengan menggunakan aparat setempat.
Dan Jika masa dirasa terlalu banyak maka Pihak Aparat akan menambah
personil.

Dalam proses pengosongan ini terdiri dari dua jenis obyek
pengosongan:

1. Jika terjadi pengosongan atas Rumah/bangunan yang dihuni oleh beberapa
orang. Apabila terjadi perlawanan maka dengan menggunakan aparat/pihak
yang berwajib pelaksanaan eksekusi pengosongan akan dilakukan dengan
mudah. Pihak aparat dengan mudah dapat mengeluarkan secara paksa
barang-barang yang ada didalam rumah termasuk orang/keluarga yang ada
didalamnya. Dalam hal ini tidak terdapat kesulitan pelaksanaan eksekusi

pengosongan.

1 Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Suhartini, Kasubag Umum KPKNL Kota Mataram,
Pada Tamggal 17 November 2018, Pukul. 09.30 Wita.



XVi

2. Atas obyek pengosongan berupa area yang terdiri dari beberapa lahan yang
dihuni oleh beberapa/banyak orang/keluarga (disebut masa) maka
pelaksanaan eksekusi pengosongan akan menimbulkan kesulitan jika terjadi
perlawanan oleh masa. Aparat yang dikerahkan harus lebih banyak dari
masa yang ada. Namun biasanya penyelesaiaan dengan penambahan
personil aparat tidak serta merta langsung dilakukan akan tetapi dengan
dilakukan pendekatan-pendekatan hingga obyek pengosongan dapat
dikosongkan. Penyelesaian dengan pendekatan, negosiasi/perundingan
biasanya lebih dapat membuahkan hasil meskipun waktu yang dibutuhkan
cukup lama.

Menurut pendapat penulis terhadap kendala eksekusi hak
tanggungan/pengosongan apabila terjadi perlawanan, dengan cara
menggunakan aparat/pihak yang berwajib dirasa cukup tepat apabila cara
perundingan/negosiasi dan pembicaraan secara kekeluargaan tidak dapat
lagi ditempuh, meskipun terkadang harus memakan waktu yang cukup

lama.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. Bank BRI Cabang Praya dalam upayanya membantu masyarakat
Kabupaten Lombok Tengah dalam usaha menyejahterakan masyarakat
yaitu dengan memberikan bantuan Kredit. Pemberian Kredit tersebut
dilakukan dengan direalisasikan dalam suatu perjanjian kredit. Pemberian
Kredit tersebut tidak terlepas dengan adanya Jaminan. Jaminan dalam hal
ini adalah berupa tanah yang diikat dalam suatu Pengikatan yang disebut
dengan Pengikatan Hak Tanggungan. Pengikatan jaminan tersebut lahir
dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan. Pemegang Hak Tanggungan
dalam hal ini adalah PT. Bank BRI Praya berhak menjual obyek Hak
tanggungan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan tersebut
guna pelunasan hutang Debitor apabila Debitor wanprestasi. Penjualan
obyek Hak tanggungan tersebut disebut dengan eksekusi Hak
Tanggungan. Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dapat dilakukan dengan cara
dibawah tangan, melalui pelelangan umum atau dapat juga dengan title
eksekutorial melalui Pengadilan.

2. Permasalahan yang timbul setelah terjadi penjualan adalah apabila Pihak
Pembeli tidak dapat menguasai obyek Hak Tanggungan. Perlindungan
hukum bagi Pembeli atas hal tersebut adalah dengan mengajukan eksekusi

pengosongan oleh Pembeli (Pemenang Lelang). Pengadilan Negeri
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Mataram dapat melakukan pengosongan atas permohonan  pemenang
lelang, sesuai dengan Pasal 200 (11) HIR/ 218 (2) Rbg. Sehingga
pemenang lelang dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi
pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram. Dengan adanya
pengajuan Eksekusi Pengosongan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram
dan melalui beberapa proses, maka Ketua Pengadilan Negeri akan
mengeluarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan. Setelah Penetapan
Eksekusi Pengosongan keluar kemudian dikeluarkan pula Surat Perintah
Pengosongan dari Ketua Pengadilan untuk menjalankan eksekusi
pengosongan. Kendala dalam proses pengosongan adalah apabila
Debitor/Pemberi Hak Tanggungan tidak mau meninggalkan obyek Hak
Tanggungan yang telah di Lelang tersebut padahal telah dikeluarkan
Penetapan Eksekusi Pengosongan dan Surat Perintah Pengosongan dari
Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal ini terjadi perlawanan dari Pihak
Debitor/Pihak yang tidak mau meninggalkan obyek pengosongan.
Negosiasi secara kekeluargaan adalah cara yang selalu ditempuh terlebih
dahulu agar yang bersangkutan mau meninggalkan obyek pengosongan.
Namun demikian jika masih juga tidak dapat dilakukan maka dengan
terpaksa dilakukan eksekusi dengan menggunakan pihak yang berwajib.
B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa
saran, sebagai berikut :
1. Sebelum diadakan Lelang atau Penjualan Obyek Hak Tanggungan

sebaiknya dilakukan negosiasi/perundingan terlebih dahulu terhadap
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penghuni obyek Hak Tanggungan. Melakukan upaya pengosongan terlebih
dahulu sebelum diadakannya Eksekusi Hak Tanggungan. Sehingga nantinya
Pembeli dapat memperoleh Haknya sebagai Pembeli tanpa adanya kesulitan
dalam penguasaan terhadap obyek Hak Tanggungan yang telah dibelinya.

. Pihak Pengadilan diharapkan dapat membantu dalam usaha perlindungan
hukum bagi pemenang Lelang/Pembeli agar dapatmemperoleh hak atas
obyek yang dibelinya dengan waktu yang tidak lama dan dengan prosedur

yang mudah.
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